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ABSTRAK 

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan 

Koperasi dalam kedudukan sebagai tata perekonomian nasional. Dengan 

memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut maka peran koperasi sangatlah 

penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta 

dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri 

demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Usaha yang telah 

dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup 

masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan 

memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal 

untuk memulai atau melanjutkan usahanya, salah satunya melalui lembaga 

koperasi. Pinjaman yang dilaksanakan oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera 

Purworejo merupakan program penyaluran dana yang sifatnya modal kerja dengan 

menggunakan jaminan akta kelahiran.  Pinjaman yang diberikan dengan 

menggunakan jaminan akta kelahiran cukup beresiko bila dilihat dari cara 

pengikatannya. Karena jaminan menggunakan akta kelahiran tidak memiliki dasar 

hukum yang tegas dalam pengikatan maupun penyelesaian jika terjadi wanprestasi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Legalitas akta 

kelahiran sebagai jaminan kredit di Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera 

Purworejo. 2) Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak 

kreditur apabila terjadi wanprestasi. Skripsi ini disusun berdasarkan studi lapangan 

yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan mengumpulkan 

data yang diperoleh berdasarkan fakta yang terjadi di KSU Mitra Sejahtera 

Purworejo ditambah dengan referensi lain seperti buku, KUH Perdata dan Undang-

undang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis-empiris. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas akta kelahiran sebagai 

jaminan suatu perjanjian kredit dapat ditinjau dari dasar hukum perjanjian, yaitu 

pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, 

khususnya poin (1) yang berbunyi “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. 

menjadi pedoman utama bahwa akta kelahiran merupakan jaminan yang sah apabila 

kedua belah pihak sepakat dan mendatangani isi perjanjian kredit tanpa paksaan. 

Proses penyelesaian masalah dalam perjanjian kredit ini dilakukan dengan jalur 

non-litigasi, yaitu dengan negosiasi mengedepankan musyawarah mufakat untuk 

menghasilkan win-win solution.. Penanganannya dengan melakukan analisa tingkat 

kelancaran pengangsuran. Selain itu, untuk menjamin berjalannya program 

pinjaman kredit dikarenakan kerugian tidak tercapai pelunasan kredit, terdapat dana 

cadangan yang diambil dari dana sisa hasil usaha dan juga dana dari program 

pembiayaan LPDB yang merupakan program yang inisiasinya berasal dari 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

 

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Jaminan, Legalitas, Koperasi, Perjanjian Kredit. 
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Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang 

menunggu, namun hanya didapatkan oleh 

mereka yang bersemangat mengejarnya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) 

menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain 

menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan 

kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah 

koperasi.1 Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi dalam kedudukan sebagai 

tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti 

tersebut maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan 

demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, 

kekeluargaan, dan keterbukaan. 

Sesuai dengan hal di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan 

pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat 

yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut 

salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya 

dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan pinjaman kepada 

                                                             
1 Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
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masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk memulai atau 

melanjutkan usahanya. Wujud dari hal tersebut salah satu sasarannya adalah 

koperasi.2 Di samping lembaga lain seperti bank atau penggadaian, koperasi 

sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.3 Sebagai urat nadi 

perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka 

masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. 

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan 

hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

Prinsip koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan 

dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan 

secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil 

anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap 

modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. 

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk 

mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang 

                                                             
2 Sutantya Raharja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2000), hlm. 31. 

3 G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan,  Koperasi Indonesia yang Berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 11. 
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usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah 

masalah simpan pinjam.4 

Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh koperasi melalui perjanjian 

pinjam meminjam dapat menimbulkan suatu perikatan antara kreditur pemberi 

pinjaman di satu pihak dan debitur penerima pinjaman di lain pihak sehingga dari 

perikatan tersebut, kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang 

diperjanjikan kepada debitur pada waktunya sedangkan debitur mempunyai hak 

dan kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. 

Dalam melaksanakan kewajibannya debitur terkadang lalai mengembalikan 

uang pinjaman pada saat yang ditentukan, oleh karena itu Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata sebagaimana dalam Pasal 1131 menentukan bahwa semua 

kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya, akan 

tetapi jaminan secara umum ini kadang-kadang menyebabkan seseorang kreditur 

hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja oleh karena jaminan secara umum 

ini berlaku bagi semua kreditur. 

Kreditur yang ingin mendapat kepastian pengembalian uangnya dapat 

meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang menunjuk 

barang-barang tertentu baik yang bergerak maupun barang tetap milik debtur 

sebagai jaminan pelunasan utangnya. Jaminan tersebut dinamakan jaminan 

                                                             
4 Partadiredja Atje, Manajemen Koperasi, (Jakarta: Penerbit Bharata, 2000), hlm. 3. 
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kebendaan dapat berupa hipotek, gadai, hak tanggungan, dan fidusia, sehingga 

dengan adanya jaminan yang demikian maka bilamana debitur lalai 

mengembalikan pinjamannya, kreditur dapat menjual barang-barang yang 

dijadikan jaminan dan mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan itu untuk 

melunasi utang debitur.5 

Lebih lanjut mengenai kedudukan jaminan dalam perkreditan koperasi 

simpan pinjam terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 

yang berbunyi “Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit 

simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat 

dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman” 

Jaminan tersebut tidak hanya sebagai untuk pelengkap dari pemberian 

pinjaman, bahkan undang-undang mensyaratkan jaminan harus ada dalam 

pemberian pinjaman. Jaminan atau agunan itu sendiri sebagai the last resort bagi 

kreditur dimana akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar 

dalam keadaan macet.6 Jaminan yang baik (ideal) adalah:7 

                                                             
5 Oey Hoey Tiong dalam Ratna Wijayanthi, “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-

Meminjam Dengan Jamina Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun Kabupaten Pati Jawa 

Tengah”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2009), hlm. 18. 

6 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Temporer, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 22. 

7 R. Subekti dalam H.S Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bhakti, 2002), hlm. 20. 
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1. Jaminan yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh 

pihak yang memerlukan 

2. Jaminan yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk 

melakukan atau meneruskan usahanya 

3. Jaminan yang dapat memberikan kepastian pada kreditur dalam arti bahwa 

barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu 

dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima atau 

pengambil kredit. 

Dalam prakteknya di Koperasi Mitra Sejahtera Purworejo pengajuan 

kredit dapat diterima hanya dengan menjaminkan akta kelahiran. Penjaminan akta 

kelahiran memiliki resiko, baik terhadap Koperasi Mitra Sejahtera sendiri sebagai 

kreditor maupun peminjam sebagai debitor. Meskipun pinjaman tersebut 

diberikan kepada anggota koperasi dengan memperhatikan kemampuan anggota 

dari segi finansial dalam melaksanakan prestasinya dengan landasan kepercayaan. 

Namun resikonya besar karena jika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi atau kredit 

macet akta kelahiran tidak memliki nilai ekonomis untuk melunasi hutang debitur 

kepada Koperasi Mitra Sejahtera. 

Ketentuan diterimanya akta kelahiran sebagai jaminan kredit merupakan 

salah satu hal yang layak dicermati dalam perkembangan jaminan terutama 

mengenai fungsi dari jaminan itu sendiri atau legalitas prosedural yang 
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diutamakan, lebih jauh dari itu perlu diperhatikan perkembangan perjanjian kredit 

dengan berbagai macam jaminan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai: 

“PENJAMINAN AKTA KELAHIRAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI 

KOPERASI MITRA SEJAHTERA PURWOREJO” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana legalitas penjaminan akta kelahiran dalam perjanjian kredit di 

Koperasi Mitra Sejahtera Purworejo ? 

2. Bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit 

dengan jaminan akta kelahiran di Koperasi Mitra Sejahtera Purworejo ? 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang jelas, tentang 

apa yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat membawa manfaat. Adapun 

tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui legalitas penjaminan akta kelahiran dalam perjanjian kredit 

di Koperasi Mitra Sejahtera Purworejo. 

2. Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian 

kredit dengan jaminan akta kelahiran di Koperasi Mitra Sejahtera Purworejo. 

 



7 
 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum 

Perdata pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya. 

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Pengetahuan dalam 

bidang keperdataan. 

c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat 

pada umumnya dan dapat juga dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum 

pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti terutama yang 

berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam di Koperasi 

Mitra Sejahtera Purworejo. 

b. Sebagai bahan masukan bagi lembaga keuangan non perbankan yaitu 

koperasi terkait dengan pelaksanaan perjanjian 

c.  pinjam-meminjam. 

E. Telaah Pustaka 

Membahas mengenai legalitas penjaminan akta kelahiran dalam perjanjian 

kredit di lembaga Koperasi Mitra Sejahtera Purworejo. Penyusun belum 

menemukan tulisan yang membahas hal tersebut, dengan demikian Penyusun 

mengambil referensi yang memiliki titik singgung dengan judul tersebut. Berikut 
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adalah beberapa referensi penelitian yang digunakan sebagai landasan dari 

penelitian ini: 

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Wijayanthi dari Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret pada tahun 2009. Skripsi berjudul “Pelaksanaan 

Perjanjian Pinjam-meminjam dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) Ibnu Khaldun Kabupaten Pati Jawa Tengah”. Prosedur pelaksanaan 

perjanjian pinjam-meminjam dengan jamina fidusia di Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) Ibnu Khaldun diawali dengan pembentukan perjanjian antara pemohon 

kredit dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun kemudian diikuti dengan 

pembebanan jaminan fidusia yang akad perjanjian tersebut dibuat dengan notaris 

tetapi tidak dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia.8 Persamaan 

skripsi Ratna Wijayanthi dengan skripsi ini adalah menjadikan koperasi sebagai 

sumber penelitian. Dan perbedaannya terletak pada jenis benda yang dijaminkan 

dalam perjanjian kredit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah dari Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2015. Skripsi ini berjudul “Efektifitas 

Jaminan dalam Perjanjian Kredit Guna Mencegah Terjadinya Wanprestasi di 

BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

belum tercipta efektifitas jaminan dalam perjanjian untuk mencegah terjadinya 

wanprestasi di BMT tersebut. Hal ini didukung adanya fakta pembiayaan atau 

                                                             
8 Ratna Wijayanthi, “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam Dengan Jamina 

Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun Kabupaten Pati Jawa Tengah”, Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2009). 
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kredit yang macet sebanyak 19% dari total 428 debitur dari tahun 2009 sampai 

2014. Aspek penyebab kredit macet diantaranya adalah karena perjanjian yang 

kurang mengikat dan kontrol yang kurang dilakukan pihak kreditur terhadap 

debitur.9 Persamaan skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah dan skripsi yang ditulis 

oleh penyusun sama-sama menitikberatkan pada jaminan perjanjian kredit. 

Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi Siti Fatimah mengkaji efektifitas 

jaminan dengan berbagai indikatornya, sementara pada skripsi ini dibahas 

mengenai keabsahan jaminan pada simpan pinjam. 

Skripsi yang disusun oleh Husni Amri. S yang berjudul “Kedudukan 

Hukum Ijazah Sebagai Agunan Kredit Perorangan (Studi di BMT Bina Ihsanul 

Fikri Yogyakarta)” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga pada tahun 2017. Skripsi ini membahas pelaksanaan perjanjian kredit 

dengan ijazah sebagai agunan, legalitas dokumen berupa ijazah sebagai agunan 

kredit di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, serta proses penyelesaian yang akan 

diambil oleh pihak kreditor apabila terjadi wanprestasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengikatan jaminan ijazah sedikit 

berbeda karena belum dapat dikategorikan jenis pengikatannya. Legalitas 

dokumen ijazah sebagai agunan dapat dilihat dari prinsip-prinsip dalam suatu 

perikatan. Ijazah merupakan agunan yang sah apabila kedua belah pihak sepakat 

dan menandatangani isi perjanjian. Mengingat prinsip dasar perjanjiannya adalah 

                                                             
9 Siti Fatimah, “Efektifitas Jaminan dalam Perjanjian Kredit Guna Mencegah Terjadinya Wanprestasi 

di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2015). 
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pembiayaan mudhorobah maka peran agunan bukan dinilai dari seberapa besar 

agunan tersebut dapat melunasi hutang, melainkan dinilai dari akibat dan dampak 

atas penguasaan ijazah oleh kreditur.10 

Penelitian yang dilakukan oleh Paula Bawuna yang berjudul “Analisis 

Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan 

PNS”. Jurnal ini membahas tentang dasar hukum yang memungkinkan Surat 

Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan oleh debitur 

kepada kreditur, bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak 

kreditur (bank) apabila terjadi kredit macet, serta bagaimana tanggung jawab 

yuridis bankir terhadap kredit macet nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil bisa dijadikan jaminan yang 

sah dalam hukum perbankan dan asas hukum perkreditan. Apabila terjadi kredit 

macet, maka bank sepenuhnya memiliki hak untuk menyelesaikannya baik secara 

damai maupun melalui proses hukum yang berlaku. Disamping itu,bankir 

memiliki tanggung jawab yuridis atas kredit macet nasabah.11 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang 

akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang 

                                                             
10 Husni Amri S, “Kedudukan Hukum Ijazah Sebagai Agunan Kredit Perorangan (Studi di BMT 

Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

(2017). 

11 Paula Bawuna, “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK 

Pengangkatan PNS”, Jurnal Analisis Hukum, Vol.I/No.1/April-Juni/2013. 
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akan di teliti.12 Dalam penulisan ini penyusun akan menggunakan beberapa teori 

diantaranya: 

1. Teori Kepastian Hukum 

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis 

yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 

bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama 

individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi 

batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap 

individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan 

menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum 

mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum 

membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan.13 

Penegakan hukum diharapkan mampu memenuhi tiga unsur yang 

menjadi tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum,keadilan hukum, 

dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum akan mampu menjamin 

terlaksananya kewajiban dan hak yang harus didapatkan sesuai dengan apa 

yang telah diatur. Keadilan hukum merupakan gambaran yang menyangkut 

mengenai hubungan manusia satu dengan yang lainnya tentang hak dan 

                                                             
12 Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 

2017), hlm. 4. 

13 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.  



12 
 

kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemanfaatan hukum merupakan hal yang 

diharapkan dengan tujuan hukum mampu memberikan nilai lebih kepada 

masyarakat. 

Kepastian hukum ini akan memberikan rasa keamanan bagi setiap 

individu dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-

masing. Kepastian hukum ini bisa dicapai dengan penerapan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum dapat menjadi gambaran 

akan penegakan hukum yang menjadi persoalan dari setiap masyarakat 

meskipun pada akhirnya masyarakat akan memberikan corak permasalahan 

tersendiri sesuai dengan karakternya dalam kerangka penegakan hukum. 

Persamaannya adalah, bahwa tujuan masing-masing adalah agar didalam 

masyarakat tercapai keadaan damai sebagai akibat penegakkan hukum yang 

fungsionil.14 

Kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum dan menjadi yang 

utama dalam norma hukum tertulis. Tanpa adalnya kepastian hukum maka 

hukum akan kehilangan tujuan dari hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan 

hukum tidak lagi menjadi pedoman manusia dalam berperilaku. Kepastian 

hukum sangat diimpikan oleh masyarakat untuk dapat menerima hak dan 

menjalankan kewajibannya terutama di Indonesia sebagai negara hukum yang 

segala sesuatunya diatur dengan hukum. Penjaminan akta kelahiran dalam 

                                                             
14 Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dan Masyarakat, (Jakarta: 

Rajawali, 1987), hlm. 20. 
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perjanjian kredit di koperasi harus mendapatkan kepastian hukum, sehingga 

kreditur dan debitur mendapatkan status hukum yang jelas mengenai hak dan 

kewajiban setiap pihak atas perjanjian kredit yang dilaksanakan. Lebih 

khususnya dengan adanya kepastian hukum kreditur diharapkan mendapatkan 

hak atas jaminan yang diperjanjikan apabila debitur wanprestasi. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Harjono memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai 

perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang 

diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-

kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu 

dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.15 Dapat dikatakan bahwa 

perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan 

hukum dan perundang-undangan. 

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa 

terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk hukum yang dihasilkan oleh 

legislatif harus senantiasa memberikan jaminan perlindungan hukum bagi 

semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan 

keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari 

                                                             
15 Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi, 2008), hlm. 357. 
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ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi 

setiap warga negara. 

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya 

untuk melindungi masayarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia.16 

Perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah untuk melindungi 

kreditor atas prestasi berupa pinjaman uang yang diperjanjikan oleh kreditor 

dan debitor apabila di kemudian hari debitor wanprestasi. Dengan demikian 

kreditor masih dapat mengambil haknya dengan  cara mengeksekusi benda 

yang menjadi jaminan atas perjanjian tersebut sebagai bentuk pelunasan 

hutang. Selain untuk melindungi kreditor, hukum juga harus bisa melindungi 

debitor dengan memberikan kepastian hukum boleh tidaknya akta kelahiran 

dijadikan jaminan. Salah satu perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak 

kreditor adalah dengan melakukan perjanjian dengan barang jaminan yang 

setidaknya senilai dengan uang yang dipinjamkan kreditur kepada debitur. Hal 

                                                             
16 Setiono, ”Rule of Law (Supremasi Hukum)”, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta (2004), hlm. 3. 
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ini minimalisir kerugian kreditur dalam eksekusi benda jaminan sebagai 

pelunasan hutang dari debitur. 

3. Teori Kepercayaan 

Perjanjian kredit atau sering disebut perjanjian utang piutang terjadi 

disebabkan dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan 

karena dilatar belakangi perjanjian. Setiap calon debitor yang mengajukan 

kredit tidak serta merta pihak kreditor akan langsung bersedia memberikan 

pinjaman. Pada umumnya kreditor pasti mempertimbangkan dahulu tentang 

beberapa hal dapat tidaknya permintaan itu dikabulkan.17 

Aspek kepercayaaan menjadi awal mula kesepakatan akan terjadi. 

Sebagaimana dikatakan Van Dunne dan Van Der Burght yang dikutip oleh 

Salim H.S., teori kepercayaan timbul bersamaan dengan dua teori lainnya (teori 

kehendak dan teori pernyataan) disebabkan pada adanya kasus yang terjadi 

pada tahun 1856 di Keulun/ Koln/ Collogne, Belanda. Kasusnya, seorang 

komisioner bernama Weiler menerima telegram dari Opeinheim yang isinya 

suatu perintah untuk menjual saham-saham Opeinheim. Akan tetapi, surat 

kawat itu cacat (tidak sesuai yang dikehendakinya).  

Tujuan surat itu bukan bermaksud menjual saham, tetapi justru membeli 

saham. Jadi, di sini terjadi kekeliruan penyampaian telegram oleh petugas 

pengirim telegram. Kemudian terjadi sengketa, lalu Opeinheim menggugat 

                                                             
17 Gatot Suptamono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013), 

hlm. 13. 
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Weiler untuk mendapatkan ganti rugi dan hal ini dikabulkan hakim. Dalam 

kasus ini, pengadilan memutuskan berdasarkan teori kehendak.18 Meskipun 

munculnya di Belanda yang padadasarnya menganut sistem hukum Civil Law, 

namun pada praktiknya teori banyak digunakan oleh negara-negara yang 

menganut sistem hukum Anglo Saxon.19 

Teori kepercayaan menyatakan tidak setiap pernyataan menimbulkan 

perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja 

menyebabkan terjadinya perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan 

itu benar-benar dikehendaki. Namun pada hakikatnya aspek kepercayaan 

berada dalam dimensi psikologis yang membuat sulit dinilai. 

Ada tiga alternatif pemecahan dari kesulitan pemecahan masalah 

kepercayaan tersebut, seperti sebagai berikut: 

a. Dengan tetap mempertahankan kehendak. Jadi, apabila perjanjian 

yang terjadi tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. 

Pemecahaannya adalah pihak lawan berhak mendapat ganti rugi, 

karena pihak lawan sangat mengharapkannya. 

b. Dengan tetap berpegang pada kehendak, hanya dalam 

pelaksanaannya kurang ketat, yaitu dengan hanya menganggap 

kehendak itu ada. 

                                                             
18  Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Buku Kesatu, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2003), hlm. 32. 

19 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 6. 
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c. Penyelesaiannya dengan melihat perjanjian baku (standart contract), 

yaitu perjanjian yang didasarkan pada ketentuan umum di dalamnya. 

Biasanya perjanjian itu dituangkan dalam bentuk formulir. 

 Secara umum, sebelum melaksanakan perjanjian kredit pihak kreditor 

memperhatikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu calon debiturnya. Jika 

debitor adalah perorangan,  maka setidaknya kreditor maka dipertimbangkan 

mengenai hal-hal yang menyangkut empat persoalan, yaitu tentang siapa 

orangnya, nilai utangnya, kekayaannya dan kepentingannya. Dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan empat hal tersebut dengan saksama, 

kreditor mempunyai dasar yang kuat untuk mengambil keputusan untuk 

memberikan atau tidak memberikan kredit.20 

Pada Pasal 19 Ayat(2) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi disebutkan 

“Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan 

Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat 

dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon 

pinjaman” 

Penyebutan kalimat “dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan 

kemampuan pemohon pinjaman” menunjukkan bahwa Pasal tersebut mencoba 

menerapkan teori kepercayaan dengan penilaian kelayakan debitor atau 

peminjam serta kemampuannya dalam mengembalikan 

                                                             
20 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 13. 
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4. Teori Eksekusi Langsung (strict foreclousure theory) 

Teori eksekusi langsung  menyatakan bahwa benda objek yang dijadikan 

jaminan kredit dapat dilakukan langkah yang memungkinkan bagi kreditor 

untuk mendapatkan kembali kredit yang telah diserahkan kepada debitor. 

Dalam hal ini, setelah jatuh tempo pihak debitor tidak dapat membayar 

utangnya, kemudian diberikan tambahan waktu kepada debitor untuk 

membayar utangnya, tapi bila debitor tidak juga mampu membayarnya maka 

dalam hal ini giliran kreditor mengajukan peringatan kepada debitor dan 

barang akan dieksekusi oleh kreditor bila debitor masih saja tidak 

melaksanakan prestasinya.21 

Berdasarkan teori di atas perlunya memahami syarat jaminan kebendaan 

yang baik dijadikan agunan, yaitu:22 

a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatannya. 

b. Jaminan utang tidak menempatkan kreditornya untuk bersengketa. 

c. Harga benda jaminan tersebut dapat dinilai. 

d. Harga benda jaminan itu meningkat setidak-tidaknya stabil. 

                                                             
21 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta: Erlangga, 2013), Hlm. 7. 

22 Ibid, hlm. 4. 
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e. Ketika pinjaman macet, maka objek jaminan dapat dieksekusi dengan 

model pengeksekusian yang mudah, murah dan tidak memerlukan 

bantuan debitor. 

Dengan adanya persyaratan jaminan kebendaan yang baik untuk 

diagunkan maka dapat diberikan keyakinan kepada kreditor atas pembayaran 

utang-utang yang telah diberikan kepada debitor. Jaminan kredit digolongkan 

menjadi dua golongan yang disebut dengan jaminan umum dan khusus dengan 

kriteria masing-masing, antara lain: 

a. Jaminan umum; Jaminan berupa benda bergerak ataupun tidak 

bergerak milik debitor menjadi tanggungan utangnya kepada 

kreditor. Dasar hukumnya adalah Pasal 1131 KUH Perdata yang 

menyebutkan 

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan” 

 

b. Jaminan khusus; memiliki pertimbangan jaminan umum di atas 

kreditor cenderung memilih jaminan utang khusus, agar pembayaran 

utang menjadi aman. Jaminan utang khusus bersifat “kontraktual” 

yang terbit dari perjanjian tertentu.23 

 

                                                             
23 Ibid.,hlm. 8-9. 
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5. Mediasi sebagai Penyelesaian Sengketa 

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita mengenal adanya 

penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang 

dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Dispute Resolution adalah suatu 

pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para 

pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di 

pengadilan. Salah satu dari penyelesaian sengketa alternatif adalah negosiasi. 

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang 

dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki 

berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.24 Hal ini selaras dengan 

apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi ialah proses 

tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses 

interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan 

penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua 

belah pihak.25 

Keberhasilan negosiasi tergantung kepada kemampuan masing-masing 

pihak untuk bernegosiasi. Hasil negosiasi bersifat menang-menang atau win-win 

                                                             
24 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyeleaian Sengketa Perdata di Pengadilan, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 23. 

25 Susanti Adi Nugroho, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Telaga 

Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 21. 
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solution. Namun demikian, hasil negosiasi tidak bersifat mengikat sehingga tidak 

ada jaminan bahwa masing-masing pihak pasti akan mengikuti atau melaksanakan 

persetujuan yang telah disepakati. Suparto Wijoyo menyatakan bahwa 

pengingkaran terhadap kesepakatan negosiasi tidak saja mementahkan proses 

negosiasi yang telah dilakukan, tetapi juga menimbulkan teknis tentang 

pelaksanaan hasil negosiasi, sekaligus merupakan kendala dan kegagalan 

negosiasi.26 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, yaitu 

penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang 

mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, 

menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan 

perkembangan mendatang.27 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field researh), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke obyek 

penelitian secara intensif, terperinci dan mendalam untuk mendapatkan data 

yang erat kaitannya dengan penelitian. Dalam hal ini penyusun akan 

                                                             
26 H. Rhiti, Huku Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Universitas Atma 

Jaya,2006), hlm. 34. 

27 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1 (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004), hlm. 52.  
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mengambil data dan terjun langsung ke lapangan, yaitu di Kantor Koperasi 

Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo. 

b. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan 

deskriptif analitis, tujuannya untuk menggambarkan suatu keadaan berupa 

fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada di masyarakat.28 Metode ini 

bertujuan untuk melihat legalitas hukum yang terjadi di masyarakat dalam hal 

penjaminan akta kelahiran dalam perjanjian kredit di koperasi yang kemudian 

penulis analisa untuk diambil kesimpulan. 

c. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyusunan 

menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dalam penelitian tidak saja 

mempelajari pasal-pasal, perundang-undangan tetapi juga menggunakan 

bahan yang bersifat empiris dalam rangka mengolah data dari lapangan yang 

disajikan dalam pembahasan.29 Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah 

berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris yaitu 

penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di  

lapangan. Dalam hal ini berkaitan dengan legalitas penjaminan akta kelahiran 

dalam perjanjian kredit di KSU Mitra Sejahtera Purworejo. 

                                                             
28 Kontjarningrat, Metode Penelitian Masyrakat, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm.19. 

29 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.52. 
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Di dalam pendekatan yuridis-empiris, yang menjadi permasalahannya 

adalah adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein artinya ada 

ketidaksesuaian antara apa yang menjadi harapan dengan kenyataan yang ada. 

 

2. Sumber Data dan Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri 

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.30 

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi 

e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi 

                                                             
30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 141. 



24 
 

f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 

g. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM Nomor 

19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha 

Koperasi 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi 

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengandilan.31 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder 

adalah: 

a. Hasil-hasil penelitian 

b. Jurnal 

c. Skripsi 

d. Tesis 

e. Dokumen resmi 

f. Dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini 

 

                                                             
31 Ibid., hlm. 141. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini 

yang digunakan yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, 

ensiklopedia hukum, artikel dari internet dan beberapa bahan lainya yang bisa 

dijadikan rujukan dalam pencarian kata-kata atau istilah yang membutuhkan 

penjelasan lebih lanjut.  

3. Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan metode 

lapangan dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk 

mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang berupa 

data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible 

(dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Diantaranya melalui 

metode: 

a. Observasi 

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengambilan data 

yang dilaksanakan dengan cara pengamatan secara pengamatan sistematik 

terhadap objek yang perlu diteliti, artinya disengaja dan terencana bukan 

hanya kebetulan secara sepintas.32 

 

                                                             
32 Winarno Surahman, Pengantar Ilmu, (Bandung: CV. Tarsito, 1982), hlm. 132. 
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b. Wawancara 

Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam 

pengumpulan data primer di lapangan, karena interviewer dapat bertatap muka 

langsung dengan responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan 

pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden hingga saran-saran 

responden.33 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah cara yanga dilakukan untuk menyediakan 

dokumen-dokumen dengan menggynakan bukti yang akurat daripencatatan 

sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, 

undang-undang dan lain-lain.34 Penulis melakukan dokumentasi dengan cara 

pengumpulan data-data tertulis yang ada di Kantor Koperasi Serba Usaha 

Mitra Sejahtera di Kabupaten Purworejo. 

H. Sistematika Penulisan 

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah 

Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan umum 

mengenai Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, 

Wanprestasi, Berakhirnya Perjanjian, dan Perjanjian kredit . Tinjauan khusus 

                                                             
33 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 57. 

34 Purwono, Materi Pokok: Dasar-Dasar Dokumentasi, (Jakarta: UT, 2009), hlm. 193. 
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mengenai Jaminan, Akta Kelahiran, Koperasi, Ciri-Ciri Koperasi di Indonesia, 

Jenis-Jenis Koperasi, serta Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi. 

Bab III tentang Gambaran Umum Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera 

Purworejo. Bab ini akan menjelaskan tentang Sejarah Berdirinya, Tujuan, Visi, 

Misi, Keanggotaan dan Struktur Organisasi, Produk-Produk Layanan KSU Mitra 

Sejahtera Purworejo, Susunan Pengurus Koperasi, dan Sistem Pemberian Kredit 

di Koperasi Mitra Sejahtera Purworejo. 

Bab IV tentang analisis dari hasil penelitian mengenai Legalitas 

Penjaminan Akta Kelahiran dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Serba Usaha 

Mitra Sejahtera Purworejo dan bagaimana cara penyelesaian kredit macetnya. 

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan 

dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang terkait dengan perlindungan 

hukum terhadap kreditur dan debitur. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisa yang didasarkan pada data-data yang telah dijabarkan 

secara deskriptif mengenai legalitas akta kelahiran sebagai jaminan 

pembiayaan studi di Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo maka 

penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

hukum perjanjian, yaitu pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya poin (1) yang 

berbunyi “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Maksud dari kata 

sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju 

mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan dalam kontrak, 

dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, 

penipuan atau kekhilafan. Dalam pasal tersebut juga mengandung salah 

satu asas dalam perjanjian, yaitu Asas Pacta Sunt Servanda, bahwa suatu 

perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak berlaku sebagai 

undang-undang. Selain itu dalam pasal ini terkandung pula Asas 

Kepercayaan, Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Itikad Baik yang 

menjadi pedoman utama bahwa akta kelahiran merupakan jaminan yang 

sah. 

1. Legalitas akta kelahiran sebagai jaminan dapat ditinjau dari dasar 
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Karena penjaminan akta kelahiran dalam perjanjian kredit dapat 

dikatakan sah selama kedua belah pihak (kreditur dan debitur) setuju 

melakukan perjanjian, maka hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Teori 

Eksekusi Langsung yang menyatakan bahwa benda objek yang dijadikan 

jaminan kredit dapat dilakukan langkah yang memungkinkan bagi kreditur 

untuk mendapatkan kembali kredit yang telah diserahkan kepada oleh 

debitur, dengan syarat jaminan tersebut dapat dinilai, harga benda jaminan 

itu meningkat setidak-tidaknya stabil.  

Namun, sekiranya perlu digaris bawahi bahwa tidak semua pernyataan 

akan menimbulkan suatu perjanjian. Untuk memunculkan rasa saling 

percaya antara kedua belah pihak maka sangat penting sekali sekiranya 

bahwa kehendak yang dari pihak yang berkepentingan harus memang 

benar-benar terlaksana, dalam artian terdapat suatu bukti konkret yang 

mendukung akan keseriusan kehendak tersebut. Dalam teori kepastian 

hukum akan mampu menjamin terlaksananya kewajiban dan hak yang 

harus didapatkan sesuai dengan apa yang diatur.  

2. Proses penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi dalam perjanjian kredit 

dengan jaminan akta kelahiran ini dilakukan dengan jalur non-litigasi, 

mengingat KSU Mitra sejahtera mengutamakan asas kekeluargaan dalam 

menjalankan roda kegiatannya. Dalam mengatasi masalah pembiayaan 

menggunakan negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan pada saat 

kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang 

berbeda. Disini KSU Mitra Sejahtera Purworejo selaku kreditor melakukan 
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negosiasi dengan debitur untuk mencapai kesepakatan bersama ketika 

terjadi kredit macet. Hasil negosiasi berupa perpanjangan waktu 

pembayaran angsuran dan keringanan biaya angsuran. Dengan demikian 

jika terjadi indikasi pembiayaan bermasalah tersebut akan dilakukan cara-

cara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.. KSU Mitra Sejahtera 

Purworejo sebisa mungkin tata cara yang dilakukan menghindari jalur 

litigasi karena koperasi menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan, yaitu 

dengan melakukan investigasi ulang terhadap debitur dan biasanya hasil 

kesepakatan akan dibuat perjanjian tambahan tentang perubahan terhadap 

kesepakatan dalam perjanjian prinsipal. Pendekatan non-litigasi ini 

dilakukan mengingat KSU Mitra Sejahtera Purworejo merupakan lembaga 

pembiayaan yang berlandaskan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian Untuk menjamin berjalannya program kredit 

karena menanggung kerugian, KSU Mitra Sejahtera memiliki dana mandiri 

berupa cadangan anggaran operasional yang diambil dari dana sisa hasil 

usaha KSU Mitra Sejahtera. Selain itu Kementerian Koperasi sebagai 

Corporate Guarantee dengan program pembiayaan LPDB juga 

memberikan dana ganti rugi, karena inisiasinya berasal dari Kementerian 

Koperasi yang dalam proses pelaksanaannya bekerja sama dengan beberpa 

lembaga koperasi dan salah satunya adalah KSU Mitra Sejahtera 

Purworejo. 

 

 



110 
 

B. Saran 

1. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan perannya terhadap 

pelaksanaan kegiatan di lembaga keuangan khususnya koperasi yang 

bergerak di bidang simpan pinjam  untuk kelancaran setiap roda 

kegiatan perkoperasian dan untuk pertumbuhan ekonomi khususnya 

dalam wirausaha. 

2. Hendaknya koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam lebih 

cermat dalam memberikan kredit kepada calon debitur dengan 

memperhatikan pengikatan jaminan yang memberikan kedudukan yang 

seimbang antara kreditur dan debitur. 

3. Perlunya payung hukum berupa peraturan pelaksana dalam perjanjian 

kredit dengan jaminan akta kelahiran dan semacamnya yang bersifat 

khusus bagi pengusaha pemula yang memiliki modal terbatas untuk 

memulai dan mengembangkan usahanya. 
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1. Apa saja barang yang dapat dijaminankan dalam Perjanjian Kredit? 

2. Apa alasan akta kelahiran bisa dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit ? 

3. Penjaminan akta dalam perjanjian kredit sebagai kepercayaan atau formalitas ? 

4. Apakah perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran pernah dipermasalahkan oleh 
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5. Bagaimana proses perjanjian kredit dengan jaminan akta kelahiran? 

6. Berapa banyak dan berapa maksimal uang yang bisa di pinjamkan kepada debitor 

dengan jaminan akta kelahiran? 

7. Apakah pernah terjadi wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan akta 

kelahiran ? 

8. Bagaimana upaya yang dilakukan jika debitor wanprestasi? 
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